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INTISARI 
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Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 17 November 2002 

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum 

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN OLEH 

DESA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTA KEMATIAN AKIBAT 

KESALAHAN PENCATATAN WAKTU KEMATIAN (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pdt.P/2024/PNlmg) 

 

ABSTRAK: Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki bobot yang berbeda-

beda, pada umumnya surat memiliki kekuatan pembuktian tertinggi, namun dalam 

pembahasan yang diulas didalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai 

kekuatan dalam alat bukti surat, khususnya surat keterangan kematian yang 

dikeluarkan oleh pejabat tingkat desa (kepala desa). Selain itu, penelitian ini juga 

membahas mengenai kewenangan absolut dari pembatalan akta kematian, hal ini 

dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan mengenai pengadilan mana yang sah 

secara hukum untuk menangani perkara tersebut, mengingat akta kematian merupakan 

prodak yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengedukasi masyarakat sekaligus referensi pelaksana penegak hukum yang masih 

ragu mengenai kekuatan dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala 

desa dan kewenangan absolut dari pembatalan perkara tersebut. Metode yang 

digunakan untuk mencari data ialah wawancara di Pengadilan Negeri Lamongan dan 

mencari referensi lain melalui undang-undang, buku, dan jurnal hukum. Penelitian ini 

menghasilkan 2 jawaban utama, yang pertama bahwa berdasarkan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 surat keterangan kematian yang 

dikeluarkan oleh kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum apapun apabila tidak bisa 

menghadirkan kepala desa untuk diperiksa di persidangan, hasil yang kedua ialah 

bahwa perkara pembatalan akta kematian berdasarkan hasil wawancara dan analisa UU 

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan 

absolut dari Pengadilan Negeri. 

 

Kata Kunci: Pembuktian Perdata, Pembatalan Akta Keatian, Kewenangan 

Absolut. 
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ABSTRACT 

 

Evidence in civil procedure law has varying degrees of weight. In general, letters have 

the highest evidentiary value, but this study will further discuss the weight of 

documentary evidence, particularly death certificates issued by village officials 

(village heads). In addition, this study also discusses the absolute authority to cancel 

death certificates. This is analyzed further to determine which court has the legal 

authority to handle such cases, given that death certificates are issued by the civil 

registry office. The purpose of this study is to educate the public and provide a reference 

for law enforcement officials who are still uncertain about the validity of death 

certificates issued by village heads and the absolute authority to cancel such 

certificates. The methods used to collect data were interviews at the Lamongan District 

Court and other references from laws, books, and legal journals. This study produced 

two main answers. The first is that, based on Supreme Court Jurisprudence Number 

3901K/Pdt/1985, a death certificate issued by a village head has no legal force if the 

village head cannot be present for examination at the trial. The second finding is that 

the case of death certificate annulment based on the results of interviews and analysis 

of Law No. 5 of 1986 concerning Administrative Law is the absolute authority of the 

District Court. 

Keywords: Civil Evidence, Death Certificate Annulment, Absolute Authority. 
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